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ABSTRAK 

Penelitian ini terkait dengan Eksistensi Tua Golo dalam memberikan alas 

hakatas tanah ulayat terhadap proses penrbitan sertifikat hakmilik. Materi ini 

penting untuk diteliti, agar dapat paham dan mengtahui secara jelas Eksistensi 

Hak Ulayat dalam hal ini Tua Golo dalam memberikan alas hak untuk proses 

sertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 

Mengetahui kekuatan Hukum dari Pemberian Alas Hak sebagai proses pembuatan 

sertifikat hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

normatif dengan pendkatan Perundang-Undangan dan pendekatan analitik. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Adapun analisis 

bahan hukum yang digunakan adalah teknik analis deskrptif kualtatif. Hasil 

Penelitian ini menunjukan pembuatan alas hak oleh Tu’a Golo atau Ketua Adat 

sudah terlaksana sejak lama tetapi belum ada format secara formal yang 

ditentukan oleh undang-undang disebabkan dalam proses pembuatan alas hak 

Tu’a Golo atau Ketua Adat hanya sebagai syarat administrasi dalam penerbitan 

serifikat hak milik yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan 

Alas Hak. Alas hak tersebut dapat menjadi bukti secara hukum dalam memproses 

pembuatan tentang sertifikat. Menjadi jaminan hukum yang pasti tentang hak 

tanah yang dimiliki masyarakat dan kesejahteraan untuk masyarakat dapat 

ditingkatkan dengan mendaftarkan tanah mereka. 

 

Kata Kunci : Eksistensi Tua Golo, Tanah Ulayat, Serttifikat  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar-Belakang-Masalah  

Tanah-merupakan-bagaian permukaan bumi-yang-disebut-permukan 

bumi. Tanah juga merupakan suatu objek yang di atur oleh dasar Hukum 

Agraria. Suatu tanah yang di atur dengan dasar hukum agraria tidak-termasuk-

tanah-dalam-berbagai-bentuk-aspeknya,-tetapi-tanah-tersebut-dari-suatu-

aspek-yuridisnya-yang-berkaitan-secara-langsung sama hak-atas tanah-

berupa-suatu bagian dari permukaan bumi yang di atur pada-Pasal-4-ayat-(1)-

UUPA tentang “Dasar-suatu-hak-yang dikuasai-oleh Negara-seperti-yang di 

maksud dalam-pasal-2-ditentukan-adanya-berbagai macam hak yang 

mengenai-permukan-bumi,-yang-disebut-bahwa tanah dapat di berikan dan 

dapat di punyai oleh perorangan ataupun secara bersamaan dengan berbagai 

orag maupun dalam bentuk hukum”.  Selain dari pada itu definisi tanah dalam 

Undang-undang Perumahan.  

Area pertambangan ataupun bangunan yang haknya dimiliki secara 

bersama-sama ataupun secara turun menurun dan disewakan dari fasilitas lain 

yang menjadi warisan dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan hak 

secara individu atau suatu hal yang dapat memberikan untung dari hasil tanah 

hal ini merupakan bagian dari tanah.
1
   

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari 

pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtscadaster, artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya 

                                                             
1
 Arba, H.M.-Hukum-Agraria-Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018. Hal. 7-8 
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mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk 

kepentingan lain seperti halnya perpajakan. 
2
 Pendaftaran tanah selain 

berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status 

sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa 

dipergunakan, dan sebagainya. 

Terkait dengan tujuan pendaftaran tanah memberikan jaminan  

kepastian hukum dikenal dengan sebutan Rechtskadaster/legal cadaster 

jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran ini, 

meliputi kepastian status yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian 

obyek hak. Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti 

haknya.
3
 berarti hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dapat 

dijadikan sebagai data-base bagi instansi pemerintah yang memerlukan 

informasi mengenai keadaan dan potensi bidang-bidang tanah yang sudah 

bersertifikat, seperti instansi perpajakan, pemerintah daerah dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan. Tertib administrasi dalam pendaftaran tanah 

dimaksudkan bahwa seluruh berkas-berkas di Kantor Pertanahan harus sudah 

tersimpan dengan baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari suatu 

data yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku-buku yang tersedia 

dalam menunjang pendaftaran tanah tersebut. 
4  

Begitu pentingnya pelaksanaan asas mutakhir yang bertujuan untuk 

pemeliharaan data pertanahan, atau dengan kata lain menentukan data 

pendaftaran tanah, secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data 

                                                             
2
 AP Parlindungan, 2007. Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Madju, Bandung. Hal 3  

3
 Diyan Isnaeni dan H Suratman. 2018. Reformasi Agraria. Malang. PT. Intans Publising. 

Hal. 125 

4
 AP Parlindungan, Op. Cit, Hal. 79   
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yang tersimpan di Kantor Pertanahan, selalu sesuai dengan keadaan nyata di 

lapangan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beriburibu 

pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi Lingkungan 

Gerografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, 

ras dan golongan di Indonesia (Cultural Diversity).   

Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan 

kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak 

dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangat banyak 

dibutuhkan. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber 

kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah 

sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal.
5
 Tanah memiliki peran 

yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana 

penggunaanya sangat dibutuhkan. Tanah bagi kehidupan manusia, 

mengandung makna yang Multidimensional. 1). Secara ekonomi, tanah 

merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. 2). 

secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan 

keputusan masyarakat. 3). sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi 

rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena 

pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.
6
  

Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala 

pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat 

dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis 

                                                             
5
 Sudjito, 1987, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa 

Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1, Liberty, Yogyakarta: Hal. 1   
6
 Heru Nugroho, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, 

Surakarta: Hal. 237  
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berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai 

ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nalai lainnya yang dapat menopang 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan 

tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan 

menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah 

tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di 

Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat.”  

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber 

daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada 

dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) berarti 

dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah 

dengan segenap lembaga pengelolahnya untuk dipergunakan bagi 

kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana 

Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah 

tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut pasal 33 ayat (3) 

Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya 

dikenal dengan sebutan UUPA.   

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar 

pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara 

memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada 
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perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat 

(1), yaitu: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang 

Dasar 1945 ,menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat
7
”   

Kemudian maksud dari hak menguasai dari negara diterangkan 

kembali pada pasal 2 Ayat (2), yaitu: “Hak menguasai dari negara termaksud 

dalam ayat 1 pasal ini, memberi wewenang untuk:  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, Penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.  

b. Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa .  

c. Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara orang-

orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi,Air dan Runag 

Angkasa  

 

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesarbesarnya 

kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan 

berpedoman pada tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah 

kepada sesorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan 

dan penggunaanya.
8
   

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tradisi budaya, seni 

dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang 

mendiami nusantara ini. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia 

dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah 

pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan 

                                                             
7
 Dian isnaini dan H Suratman, Reformasi Agraria. Malang, Intrans Publising, Hal. 20 

8
 Ali Achmad Chomzah,2001 Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1,Prestasi 

Pustaka,Jakarta: Hal. 29  
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hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional.
9
 Sebelum UUPA dan 

peraturan pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu 

yang mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.  ”Hukum tanah baru 

yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa 

norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasiona positif yang 

tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama”.  

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas jelas terlihat bahwa eksistensi 

masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum 

tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber 

utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum 

tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang 

mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat 

komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara 

individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus 

mengandung unsur kebersamaan.
10

 Dengan beragam suku bangsa adat istiadat 

di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah 

mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).  

 

 

 

                                                             
9
 Supriadi, 2006, Hukum Agraria,Sinar Grafika,Palu: Hal. 52   

10
 Ibid, Hal. 53  
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Tanah-ulayat-yang-berada pada-masyarakat-Hukum-Adat-dinyatakan-

masih ada-pada-daftar-tanah-dalam-peta-dasar dengan-diberikan bentuk-

kartografi-dan adanya gambaran batasan serta adanya pencatatan tanah yang 

terdaftar (Pasal-5-Permen-Agraria/Kepala-BPN No.-5-Tahun 1999). 
11

   

Salah satu Kabupaten yang termasuk pada Provinsi NTT (Nusa 

Tenggara Timur) yaitu Manggarai Barat. Sistem Kebudayaan pada masyarakat 

yang berada di Manggarai Barat sampai sekarang tetap bertahan, dengan 

tujuan masyarakat Manggarai Barat menjaga jati diri mereka. Sistem 

kebudayaan tidak dapat dilepaskan oleh masyarakat Manggarai Barat dari 

awal lahir sampai dengan kematiannya. Petani merupakan profesi yang 

kebanyakan di miliki oleh penduduk Manggarai Barat. Adanya pergeseran 

pada pelaksanaan sistem kebudaya yang mengenai pembagian dalam bentuk 

tanah serta menanam tanaman tetap masih dapat bertahan. 

Masyarakat Manggarai Barat mempunyai suatu hal yang mencirikan 

sebagai daerah yang berbudaya yaitu dalam bentuk berbagi tanah. Tanah 

ulayat pada masyarakat Manggarai Barat sering disebut dengan istilah Lingko. 

Lingko itu sendiri memiliki arti yaitu suatu tanah yang dikerjakan oleh 

berbagai orang masyarakat setempat. Pembagian lingko dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk pembagian tanah ulayat yang sebagai pemilik hak 

pribadi masyarakat adat tersebut. Tanah Tua Teno (dalam pembagian tanah 

ada otoritas yang mempunyai peran di Manggarai Barat) dalam pembagiannya 

mempunyai suatu peran yang penting. Tua Golo (kepala kampung) yang 

memberikan tugas dalam peranan yang Tua Teno miliki. Tua Teno bertugas 

                                                             
11

  Urip S. Hukum Agrarian Kajian Komprehensip. Jakarta: Kencana Premade Media. 2012. 

Hal. 83  
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melakukan pembagian tanag dan memiliki peranan dalam mengurus adat pada 

suatu struktur social masyarakat Manggarai Barat.
12

  

Lingko merupakan suatu lahan yang berbentuk lingkaran bulat 

biasanya pada sawah dan kebun yag dikerjakan oleh para kelompok sesuai 

dengan bagian yang mereka dapatkan. Saat membuat lahan yang baru pada 

lingko maka akan ditetapkan titik pusat kemudian ditarik pembatas dari titik 

pusat ke batasan antar bagian yang akan dilakukan pengkerjaan oleh berbagai 

anggota kelompok ataupun dari luar anggota kelompok yang akan diberikan 

suatu kesempatan untuk mengkerjakan lahan di Lingko.
13

 

Apabila terjadi suatu masalah pada setiap anggota masyarakat 

dilakukan penyelesaian masalah tersebut dengan tradisi adat Lonto Leok yaitu 

dengan cara duduk melingkar dan musyawarah mufakat. Anggota masyarakat 

Manggarai Barat memahami bahawa dalam suatu kehidupan bermasyarakat 

pasti akan terjadi suatu konflik dan hal tersebut tidak mudah untuk dihindari.  

Konflik tersebut yang dapat mengakibatkan amarah atau emosi dari 

setiap anggota masyarakat pada setiap masing – masing suku agar dapat 

mempertahankan hak milik tanah yang bersengketa. Kabupaten Mangarai 

Barat yang terletak di provinsi NTT merupakan salah satu Kabupaten di 

Indonesia, dan merupakan salah satu Kabupaten yang kegiatan terhadap 

peralihan hak atas tanahnya sangat sering terjadi. Hal ini mengakibatkan 

pemeliharaan data pertanahan yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Manggarai Barat, Provinsi NTT sangat penting dilaksanakan. Pendaftaran 
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tanah perlu disertai pula dengan pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu 

meliputi pencatatan secara sistematis dan berkesinambungan baik mengenai 

subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut.  

Didalam pelaksanaanya pendaftaran tanah Dikantor Pertanahan 

Kabupaten Manggarai Barat diperlukan surat-surat keterangan sebagai salah 

satu dan beberapa syarat permohonan pengajuan penerbitan sertifikat tanah 

oleh BPN yaitu terdiri dari surat alas hak dari Tua Golo (ketua adat) sebagai 

alas hak atau hak dasar dari bukti kepemilikan sebidang tanah, kemudia surat 

keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Hal ini 

sangat diperlukan untuk memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya, 

karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan catur 

tertib pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan 

data pertanahan dan lingkungan hidup.  

Berdasarkan penjelasan yang di jelaskan pada latar belakang penulis-

sangat-tertarik untuk-melakukan suatu-penelitian yang berjudul: Eksistensi 

Tua Golo Dalam Memberikan Alas-Hak-Atas-Tanah Ulayat Terhadap-

Proses Penerbitan-Sertifikat-Hak Milik. 

1.2 Rumusan-Masalah  

Berdasarkan-uraian latar-belakang-yang telah dijelaskan sebelumnya 

penulis-dapat merumuskan-masalah-yaitu-sebagai-berikut :  

1. Keabsahan Tua Golo dalam memberikan alas hak untuk proses-

sertifikat hak-milik-tanah berdasarkan UU Nomor-5-Tahun 1960 tentang 

UUPA? 
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2. Bagamana kekuatan dasar Hukum Alas Hak yang diberikan Tua 

Golo sebagai proses pembuatan sertifikat hakberdasarkan UU-Nomor-5 

Tahun 1960 tentang-UUPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar dapat memberikan arah dalam melaksanakan suatu penelitian 

maka penelitian harus didasari dengan tujuan yang jelas, tujuan-penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui-secara jelas Eksistensi Hak Ulayat dalam hal ini Tua Golo 

dalam memberikan alas hak untuk proses sertifikat berdasarkan UU 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 

2. Mengetahui kekuatan Hukum-dari Pemberian Alas Hak sebagai proses 

pembuatan sertifikat hakberdasarkan-UU Nomor 5-Tahun 1960 tentang-

UUPA. 

1.4 Manfaat-Penelitian- 

Manfaat-dalam-penelitian ini adalah:  

1. ManfaatAkademik 

a. Memberikan ilmu-pengetahuan serta pemikran yang memiliki manfaat 

untuk perkembangan Ilmu Hukum khusunya Hukum Perdata. 

b. Memberikan wawasan untuk penulis itu sendiri tentang Eksistensi Tua 

Golo Dalam Memberikan Alas HakAtas Tanah Ulayat Terhadap 

Proses Penebitan Sertifikat HakMilik.  

c. Menjadi bahan literature untuk penelitian lainnya. 
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2. Manfaat-Teoritis------ 

a. Memberikan ilmu pengetahuan bagi-pembaharuan-di bidang ilmu-

hukum khususnya tentang Eksistensi Tua Golo Dalam Memberikan 

Alas Hak Atas Tanah-Ulayat Terhadap-Proses Penerbitan-Sertifikat 

Hak-Milik. 

b. Memberikan suatu pemikiran yang diharapkan digunakan untuk bahan 

informasi yang berkaitan dengan Eksistensi Tua Golo Dalam 

Memberikan-Alas-Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Proses-

Penerbitan-Sertifikat-Hak Milik.  

3. .Manfaat-Praktis-- 

a. Memberikan-bahannmasukan pemikiran kepada penelitian selanjutnya, 

mengenaibBagaimana Eksistensi Hak Ulayat dalam hal ini Tua Golo 

dalam memeberikan alas hak untuk proses sertifikat berdasarkan UU 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA 

1.5 Orisinalistas Penelitian 

Penelitian harus dijaga suatu orisinalistasnya, sehingga penulis 

membandingkan dengan beberapa penelitan terdahulu yang ada kesamaan 

masalahnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis agar 

keorisinalitasnnya dapat terjaga dengan baik.  

No. Judul Peneliti Nama Peneliti Hasil Penelitian 

1. „‟Eksistensi Hak 

Ulayat Masyarakat 

Dalam mewujudkan 

Kepastian Hukum 

   Fenny Sicillia  

tahun 2009  

Hasil penelitian 

ini adalah 

Keberadaan Hak 

ulayat masih di 
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Dan Perlindungan 

Hukum Dengan 

Berlakunya 

Peraturan Menteri 

Negara 

Agraria/Kepala 

Badan Pertahanan 

NasionalnnNomor 

5TTahun 1999 

DiIDistrik 

WWangar 

KabupatenNNabire 

ProvinsiPPapua.  

anggap 

ada,sesuai 

dengan kriteria 

yang terdapat di 

dalam 

PMNA/KBPN 

Nomor 5 Tahun 

1999 tentang 

Pedoman 

Penyelesaian 

Masalah Hak 

Ulayat 

Masyrakat 

Hukum Adat.  

 

2. „‟Eksistensi Hak 

Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat Dayak 

Ma‟nyam Di 

KabupatenBBarito 

Timur Provinsi 

KalimantanTTengah 

Dengan berlakunya 

UndangUUUndang 

Ekatni Paruna 

tahun 2011 

Hasil 

penelitianya 

adalah 

Keberadaan Hak 

Ulayat Masih di 

anggap sesuai 

dengan Kriteria 

yang terdapat Di 

Dalam 
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Nomor5555TTahun 

1960 Jo Pmna/Kbpn 

nomor 5 tahun 

1999.  

PMNA/KBPN 

NomorR 5 

TTahun 1999 

Tentang 

Pedoman 

penyelesaian 

MasalahH HHak 

UUlayat 

Masyrakat 

Hukum-

Adat.YY 

 

Di tinjau dari UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA. Apa 

kekuatan hukm dari penerbitan /pemberian sertifikat alas hak sebagai 

proses pembuatan sertifikat hak di tinjau dariUUUU Nomor55 tahun 1960 

tentang UUPA. Sedangkan metode yangDDdi gunakan ialah metode 

normtif empiris dengn melakukan pendektan undangundang Konseptual.  

Dari segi sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga data 

dapaat di peroleh. Maka peneliti menemukan  hasil melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya di olah dengan penjelasan 

secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah yang diteliti.  
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BBAB IIB 

ATINJAUN PUSTAKAA 

 

2.1 TinjaunUUmum TentangTTanah 

2.1.1 PengertianHHak-atastTanah 

Hak atasTtanah adalah hakYyang menguasai atasTtanah dengan 

berisikan tentang kewenangan, kewajibanNdan larangan bagi pemiliknya 

agar dapatBberbuat sesuatu mengenaiTtanah yang menjadi HHhaknya. 

Hukum tanah mengatur tentang sesuatu yang dibolehkan, diwajibkan 

ataupun dilarang untuk dilakukan, hal ini merupakan dari isi hak 

penguasaan sesuai dengan kriteria tolok pembeda antaraHhak penguasaan 

atasPtanah.
14

 

Adanya hakOyang menguasaiDdari negara bagaimana yang 

dinyatakan pada Pasal 2 ayatO(1) UUPA, yang menyatakan 

bahwa:A“AtasAdasar ketentun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal 

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi,Aair, dan ruangAangkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

yang tertnggiAdikuasai olehNnegaraNsebagai 

organisasiNkekuasaanNseluruh masyarakat.” 

Negara memiliki wewenang untuk menentukan ha katas tasnah 

yanag mampu dimilikiBatau diberikanNpada indiviidu itu sendiri dan 

badan hukum yang syaratnya di tentukanNdapat terpenuhi. Wewenang 

tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menjelaskan tentang: 

                                                             
14

 Boedi H. HukumAAgraria IIndosenesia Sejarah PembentukanN Undang-Undang PokokK 

Agraria isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: DDJambatan. 2003, IHal. 283 
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“Atas dasar hak menguasaiOdari negaraOsebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2O.ditentukan adanyaOmacam-macamOhak 

atas permukaan bumi yang disebut tanah, yangOdapat 

diberikanOkepada dan dipunyai olehOorang-orang, baikOsendiri 

maupunMbersama-sama dengan orang-orang lain serta badan 

hukum.” 

SedangkanGdalam ayat (2) Idinyatakan bahwa: 

 “Hak-hakOatasTtanahYyang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

memberikan wewenang untuk mempergunakanOtanah yang 

bersangkutan,N,demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 

ada diatasnya sekedar diperlukanUUuntuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penatagunaanOOtanah itu dalam 

batas-batas menurut undang-undangIIIini dan peraturan-peraturan 

hukum yang lebih tinggi.” 

2.1.2 HakYhak atasTTanah 

a. RuangOlingkupOHak atasOTanah 

RuangOlingkup HakOatasOTanah sesuai denga UUPA adalah 

tentangOpermukaanOdibumi, tubuh bumi bagian bawah yang 

terletak pada bagian bawah air termasuk tanah di dasar laut serta 

yang di permasalahkan adalah tanaah dalam pengertian hak 

penguasaan atas Tanah.
15
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b. Hak Milik 

HakYmilikYmerupakan hak yang berkesinambungan 

sertaYterkuatYdan terpenuh dapat dijumpa pada orang pemilik hak 

atas tanah dengan menyesuaikan padaPpasal 6 UUUPA. Maksud 

terkuat dan terpenuh disini adalah hak milikyang bukan berarti 

suatu hak yang pasti, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu, kata 

terkuat dan terpenuh dapat diartikan juga sebagai pembeda antara 

hak gunausaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya. 

Sifatnya terkuat yang dimiliki sesorang tetapi harus tetap sesuai 

denan ketentuanWpada pasal 6 UUPA, tentang tanahWharus dapat 

memilikiWfungsiQsosial, artinyaQbilaQkepentingan umum 

menghendaki, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan. 

c. HakQGunaQUsaha 

HakQgunaQusahaQadalahQhakQyangQmasih baru pada 

UndangUndang Pokok Agraria, hal ini berbeda dengan hak milik 

yang telah lama diciptakan karena hak guna usaha tidak diketahui 

oleh 

masyrakatQkita.QMaksudQdariQhakQgunaQusahaQtercantumQda

lamQpasalQ28Qayat (1) UndanUndang Pokok Agraria yang 

berbunyi : " Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengupayakan 

tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu dalam 
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pasal 29, dan digunakan oleh bidang pertanian, perikanan atau 

peternakan.
16

 

d. HakGGunaGBangunan 

Menurut pasalQ35Qayat (1) dan ayat (2) UndangA-

AUndang Pokok Agraria maksud dari hak guna bangunan yaitu 

yang berbunyi: (1) Hak guna bangunan adalah hak membangun dan 

memiliki bangunan attas tanah yang bukan dimilikinya sendiri 

daalam waktu tidak lebih dari 30 tahun. (2) Atas kemauan yang 

memegang hak dengan mengingat yangUdiperlukan dan 

keadaanQbangunan tersebut, dengan jangka waktu yang tertuang 

dalam ayat (1) yaitu dapatQdiperpanjang sampai 

denganWwaktu2202tahun.  

e. HakQPakai  

HakQpakaiQmerupakan hak yang digunakanQatauQdiambil 

dari hasilQtanahQyang dimilikiQolehQnegara secara langsung 

ataupun tanah yang dimiliki oleh orang lain, diberikan kewenangan 

danQkewajiban sesuai dengan keputusan yang berwenang 

memberikan perjanjian dengan yang memiliki tanah, bukan 

termasuk perjanjianQmenyewaQatau perjanjian mengelola tanah, 

segala sesuatu asal tidak berlawanan dengan ketentuan TUndang-

UndangD pokok agraria pasalQ41. 

Sehingga hak pakai ini meerupakan hak atas tanah, dapat 

berupa tanah atau bangunan yang diberikan oleh pemerintah 
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ataupun pemilik tanah itu sendiri. Hak pakai ini berbeda 

denganQhak milik, hak guna usaha, hak guna bangunanY yang 

dapat dipakai sebaagaiBjaminan untuk hipotik dan 

Scredietverbandd tetapi hak pakai ini dapatAdijadikan jaminan 

untuk utang karna memiliki nilai ekonomi dan bisa dipindah 

tangankan.  

f.  HakQPengelolaan  

HakAPengelolaan termasukApada hak yang memiliki sifat 

tidak permanent juga disebut hak lainnya. Maksud dari 

hakAlainnya adalahAyang tidakAdiatur dalamAAUndang undang 

Pokok Agraria melainkan diatur dalam undang undang lainnya. 

Hak pengelolaan itu sendiri adlah hak khusus untuk perusahan 

yang dimiliki          

pemerintahAuntukAmenyelenggarakanAusahaAindustrialAestate, 

pembangunan perumahan dan perusahaan. 

2.2 TinjauanUUmumUTentangUHakUatasUTanahUUlayat 

1. Pengertian Masyarakat Adat  

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat 

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama satu persekutuan 

hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. R. 

Supomo dan Hazairin berpendapat bahwa Hukum adat adalah hukum yang 

mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, 

baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan 

yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan 
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dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang 

merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran 

dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.17  

Sedangkan menurut Ter Haar, Masyarakat adat terdiri dari faktor 

teritorial (daerah) dan geologis (keturunan). Masayarakat adat teritorial 

adalah masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah, apakah di dalam 

lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat adat 

berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat adat berdasarkan 

sautau keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seorang 

bergantung pada apakah seorang itu masuk dalam satu keturunan yang 

sama atau tidak. Ter Haar mengemukakan bahwa di seluruh kepulauan 

Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam 

golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia 

luar, lahir dan batin.   

2. Hak Ulayat Masyarakat Adat  

Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait 

dengan ruang hidupnya  yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 3 UUPA:  

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 

dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan 

peraturan lain yang lebih tinggi.”  
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Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu 

masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala 

lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur 

kepunyaan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di 

dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan dan 

memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.
18

    

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada 

lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-

masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam 

perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya 

oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut beschikkingsrecht. Hak ulayat 

mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang 

hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan 

dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum 

publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik 

tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau 

bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan.
19

   

Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-

nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah 

kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep 

penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat menganal tanah yang 

ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomi akan 
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tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda 

yang memiliki nilai magis. Tanah dalam konsep hukum adat merupakan 

harga diri, dimana ditanah tersebut dimakamkan para leluhur masyarakat 

adat, ditanah tersebut mereka hidup dan berkembang, Kedekatan antara 

masyarakat adat dengan tanah yang menghidupinya menimbulkan 

hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, etnis, tradisi nilainilai 

msyarakat adat berkembang sesuai dengan kedekatan masyarakat adat 

pada alam lengkungannya yang dalam hal ini juga termasuk tanah yang 

telah menghidupi mereka.
 20

  

Hubungan msyarakat hukum adat dengan tanah yang sangat erat 

tersebut diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan 

(particepeeren deneken). Hubungan antara manusia yang teratur 

susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak 

yang lain yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan 

mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan menajdi tempat kediaman 

orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana 

meresap daya-daya hidup. Termasuk juga hidupnya umat itu dan 

karenanya bergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang 

dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan 

seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (rechtsbetrekking).
21

  

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum Adat, penguasaan 

tanah dan pemilikan tanah berhimpitan apabila orang berbicara tentang 

hak milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah 
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barang yang dikuasai sepenunhnya dan yang dapat dinikmati sepenuhnya 

pula. Selain itu, tidak dibedakan antara benda yang menjadi objek hak 

milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang 

merupakan tanda bukti miliknya. 

a. Terciptanya Hak Ulayat  

Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal 

mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, 

pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang 

bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. 

Bagi masyarakat hukum adat, hak ulayat dapat tercipta karena 

pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya dan menjadi 

masyarakat hukum adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah 

induknya sebagai tanah ulayatnya.   

b. Pemegang hak ulayat   

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. 

Masyarakat hukum adat yang terjadi karena teritorial dalam artian para 

warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, namun ada pula 

yang karena genealogi yang dimana warga terikat karena pertalian 

darah.  

c. Tanah yang menjadi objek  

Tanah yang menjadi objek adalah semua tanah dalam wilayah 

masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Dan dapat 

diketauhui secara mudah dengan batas-batas wilayah tanah 

ulayatnya.
22

  

 

Dalam hukum adat juga mengatur hubungan antara ketua adat, 

masyarakat dan Individu-individu sebagai anggota masyarakat dengan 

sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Menurut konsepsi hukum adat, 

tanah menjadi milik bersama masyarakat atau yang lebih dikenal dengan 

hak ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan 

dan hukum publik. Hak ulayat ini merupakan hak yang tertinggi 

kedudukannya:
23
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a. Unsur Kepunyaan yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak 

untuk menggunakan.  

b. Unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan 

memimpin penggunaannya yang dilimpahkan kepada seorang Kepala 

Adat.  

3. Kedudukan Hak Ulayat dalam Perundang-Undangan  

Berlakunya UUPA maka hukum tanah yang digunakan pada masa 

pemerintahan penjajahan belanda memang tidak berlaku. Pada masa itu 

tidak semua ketentuan hukum mengenai tanah merupakan peraturan 

hukum tanah, contoh: lembaga jual beli tanah ada yang diatur oleh 

KUHPerdata tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak 

tertulis. Dalam sistem jual beli memuat pasal 1457 KUHPerdata, 

merupakan perjanjian yang mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas 

tanahnya kepada pihak lain dalam kaitan dengan jual beli tanah R.V. 

Eigendom, R.V Erfpacht, R.V. Opstal. Perjanjian jual beli tersebut belum 

mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli 

sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah 

diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya 

terhadap bendabenda lain yang bukan tanah.
24

  

Hak atas tanah baru beralih kepada pembeli apabila secara yuridis 

telah dilakukan penyerahan (juridische levering pasal 616 dan pasal 620 

BW), dimana akte van transport tersebut dilakukan dihadapan notaris dan 
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deregister pada pejabat penyimpan hypotheek.
25

 Namun yang berlaku 

sejak tahun 1848 penyerahan yuridis wajib dilakukan dihadapan 

Overschrijvings (pejabat baliknama) yang bertugas membuat akte van 

transport dan melakukan pendaftarannya. 

Hukum adat tidak mengenal perjanjian obligatoir dan penyerahan 

yuridis. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak 

secara kontan dan penyerahan nyata dilakukan pada saat yang sama 

dilakukannya pembayaran. Sifat hukum adat yang komunalistik religious, 

yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual yang 

mengandung unsur kebersamaan. 

Hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat dan yang 

serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada 

kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 

UUPA. Dalam kenyataannya pada waktu ini, banyak di daerah masih 

terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang 

pengurusan, penguasaan dan penggunaanya didasarkan kepada ketentuan 

hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Untuk menentukan hal 

tersebut diperlukan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat 

daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola 

sumber daya alam.
26
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Hak Ulayat menunjukan hubungan hukum antara masyarakat 

hukum (Subjek Hak) dan Tanah/Wilayah tertentu (Objek Hak). Hak Ulayat 

tersebut berisi wewenang untuk:  

a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  penggunaan tanah,persediaan 

dan pemeliharaan Tanah.   

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan 

tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu) c. Mengatur dan 

mendapatkan hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah).
27

  

 

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. 

Tetapi dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental dapat 

dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu 

harus dilihat pada tiga hal, yaitu:  

a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu 

sebagai subjek hak Ulayat.  

b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertetntu sebagai 

Lebensraum yang menjadi Objek Hak Ulayat. 

c. Adanya  kewenangan  masyarakat  hukum  adat  untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu.  

 

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara komulatif kiranya 

cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak 

Ulayat.
28

  Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan dan 

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas 

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan 

Tertentu dalam Pasal 4 ayat 1 persyaratan bisa dikatakan masyarakat adat 

jika :  
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a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban  

b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya  

c. Ada wilayah hukum adat yang masih ditaati  

d. Ada pranata dan perangkat Hukum yang masih ditaati.  

 

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam 

UUPA (UU No. 5/1960) Dalam pasal 3 dinyatakan :  

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, 

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai 

dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang dan peraturanperaturan (hukum) lain yang lebih tinggi.  

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 

UUPA sebagai berikut :  

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 

ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam UndangUndang ini dan dengan 

peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.  

 

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat 

ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi 

pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah. Jika 

pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara 

besar-besaran dan teratur dalam rangka proyekproyek besar untuk 

penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu 

masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat 

dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, 

maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan 

masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan: dengan 
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kata lain kepentingan suatu masyarakat harus tunduk kepada kepentingan 

nasional dan negara.
29

  

Di dalam memori penjelasan ditegaskan: “tidaklah dapat 

dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat 

hukum masih memepertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara 

mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum 

dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.
30

 

Jika dipertahankan sikap demikian, maka ini bertentangan dengan asas 

pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi:  

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33/3 UUD dan hal-hal 

sebagaiyang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa 

, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat.”  

 

Tetapi penguasaan ini memang harus “Digunakan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan 

dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Hukum Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur. Hak ulayat diakui 

eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada 

masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan 

sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya , sebagai 

pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin 

penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga 

masyarakat adat yang bersangkutan.  
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Selain diakui, pelaksanaanya dibatasi, dalam arti harus sedemikian 

rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Hak ulayat 

pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga 

tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah 

nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat , telah 

menjadi tugas dan kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa 

dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecendrungannya 

berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau 

anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian 

tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan 

diatur UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, Karena pengaturan 

hak tersebut akan berakibat pada kelangsungan keberadaanya.
31

  

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang 

wajar karena Hak Ulayat beserta Masyarakat Hukum Adat telah ada 

sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Pasal  

3 UUPA menegaskan bahwa dengan mengingat dalam pasal 1 dan 2 hak 

ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang 

dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Disini jelas bahwa hak 
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ulayat itu diakui dengan pembatasan tertentu yaitu mengenai eksistensi 

dan pelaksanaanya.
32

   

2.2 TinjauanWUmumWTentangWMasyarakatWHukumWAdat 

2.3.1 MasyarakatQHukumQAdat 

Masyarakat TradisionalQdalamQkehidupanQsehari hariQlebih 

sring dan lebihQpopuler di sebut denganQistilah 

“masyarakatQhukumQadat”. Pakar hukum membedakan berbagai 

istilah antara masyarakat- hukum adat dan masyrakat hukum- adat.  

Adanya kerancuan antara “masyarakat-hukumadat”Qdengn 

“masyarakat, Zhukum-adat”. istilahZmasyrakat hokumQadat 

menekankan Zkepada hukum adat. Disisi lain adaQjuga 

yangQmemberikan pendapatAbahwa masyarakatqhukum adat hanya 

merupakan masyarakat adat dalam dimensi hukum saja, padahal 

masyarakat adat jga bergantungapada dimensiz lainnya, seperti dimensi 

sosial, spolitik, agama, zbudaya, ekologi, dan ekonomi. Scara 

sederhana, tdk semua mesarakat memiliki instrumen yang dpt 

dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak 

tradisional,atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan 

kesejarahan. 

Mengartikan masyarakatQhukum sebgaiQsuatuQmasyrakat 

yang mentapkan, terikat dan tunduk kepada tata hukumnya 

sendiri,sedangkan masyaarakat adat merupakaan masyarakat 

yangtimbul secara normal pada wilayah tertentu yang berdirinya tidak 
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ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yangQlebihQtinggi 

atauQpenguasa lain,dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara 

para anggotanya,yang memandang anggota masyarakat bukan 

qsebagai,orang luar dan qmenggunakan wilayahnya sebagai sumber 

kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya,oleh 

anggotanya.QPemanfaatan oleh Qorang qluar harus dgn izin dan 

pemberian imbalan rekognisi dan lainnya. Masyarakat yang 

memperkembangkan ciri- ciri has hukum adat (komunal,ikatan batin 

dikarenakan faktor geneologis,teritorial)Qitulah yang Qdisebut 

masyarakat hukum adat.
33

 

Penguasaan wilayah termasuk semua hal yang didalamnya 

merupakan hak Masyarakat Qadat. Ada ciriiTpokok masyarakat 

hukumQ adat ialah sepertiqq  mereka merupakan suatu kelompoke 

manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan 

perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai 

wewenangan tertentu.  

MasyarakatqhukumQadatQmemilikiQsalah satu hak yang 

terpenting terkait denggan ruang hidupnya yaitu ”hakulayat” tercantup 

dalam Pasal 3 UUPA;“dengan mengingat Aketentuan dalm Pasal 1 

dan3 bahwa; pelaksanaan hakulayat dan hak- hak yang serupa itu dari 

Qmasyarakat hukumQadat, sepanjangQmenurutQkekayaannya 

masihQada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan negaraa,yang brdasarkanQpersatuan bangsa serta 
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tidakboleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih 

tinggi”. UUPAQsendiriQtidakQmemberikan penjelasanQtentang hak 

ulayat itu ,kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksuds dengan hak 

ulayat adalah hak yang mlekat sebagai kopetensi khas pada masyarakat 

hukum adat, berupa wewenang/ kekuasaan mengurus 

tanahQseisinya,Qdengan Qdaya Qlaku kedalam Santara masyarakatS 

hukum(subjek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :  

a. MengaturQ danQmenyelenggarakan penggunaan tanah (untuk 

pemukiman, bercocok Qtanam, dan lainnya), 

(pembuatanQpemukiman /persawahan baruQdanQlain-lain). 

b.  MengaturQdanQmenntukanQhubungaanQhukum antara orang 

dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu). 

c. mngaturQdanQmenetapkan hubungan hukumQantara orang-

orangQatau perbuatan-perbuatanQhukumSyang 

berkenaanQdengan tanahQ (jual - beli, warisan dan lain-lain).  

SejakQlahirnya QUUPA, 24Qseptember 1960QsampeQpada 

Qmasa akhir Orde Baru, peraturanQhakQulayat ituQhanya ada Qdalam 

selogan saja. TidakQada satupun peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah untuk mengiimplementasikan Pasal 3 UUPA. Bahkan 

sampai masuk masa era reformasi dengan berlakunya Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1999 TentangZ Pemerintahan Daerah pengaturan hak 

ulayat juga tidaka mendapatkan perhatian. Sekalipun tidak ada 

peraturana husus menyangkut hak ulayat yang di keluarkan di era Orde 
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baru, namun terdapat berbagai peraturaan lain yang secara umum 

bersentuhan dengan hak ulayat, diantaranyaqialah .  

PeraturanQMenteri QDalam NegriQ NomorQ5 TahunQ1973 

TentangQ Ketentuan-ketentuanZ Mengenai Tata Cara Pemberian Hak 

Atas Tanah, Intruksi Presidan Republik IndonesiaA NomorZ9 Tahun 

1973 Tentang PencabutanS hak Atas tanah dan Benda-benda yangA 

Ada Diatasnya, Peraturan Menteri Dalam NegeriANomor 15 Tahun 

1975 teentang Ketentuan- ketentuan Mengenaie Cata 

PembebasanqTanah, semuanya dapat terjadii atas tanah ulayat. Masih 

banyak peraturan perUndang-undangan lainnya terkait pemanfaatan 

sumber daya agrarian di era Orde Baru, seperti Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1990 Tentang KonservasiQSumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, Peraturan MenteriQ Agraria dan Tata Ruang No 9/2015 

Tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat QHukum 

AdatQ dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan 

Permendes No 1/2015 Tentang Asal Usul Desa.  

Hutan merupakanQkarunia danQamanah TuhanQYang MahaQEsa. 

Hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia hingga wajib 

disyukuri, diurus danQdimanfaatkann secaraQoptimal, serta dijaga 

kelestariannya untukQsebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi 

generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai modal 

nasional pembangunan memiliki manfaat bagi kehidupan nyata, baik 

manfaat sosial budaya ekologi, maupun ekonomi secara dinamis dan 

seimbang. Hutan merupakan sumber kemakmuran, keberadaan hutan 
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dipertahankan secara optimal dan dikelola dengan baik untuk 

membangun bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-

undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adat adalah 

hutan negara yang berada dlam wilayahnmasyarakat hukum adat. 
34

 

Bagi keseluruhanQQmasyarakat hukumQQadat, Pasal 1 butir 6 

Undang-undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkanQQketidak 

pastian hak atas wilayah adatnya. HakQQkesatuan masyarakat hukum 

adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat 

hukumSSadatSStelah ada sebelum lahirnya NegaraWWKesatuan 

RepublikWWIndonesia. Aruswwpenolakan Pasal 1 butir 6 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di usahakan terus 

menerusGGolehGGmasyarakat hukum adat. Mereka 

melakukanDDaksi-aksi demontrasiDDdanDDlaporan
35

 laporan 

pengaduanSSkelambagaSSNegara termask Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia dan aparatKKpenegakKKhukum.  

AliansiPPMasyaraakatKLAdatKLNusantara mengajukana 

permohoman padaAAMakamah KontitusiXXagar Pasal 1 butir 6 

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tantangXXkehutanan 

nyatakanXXtidaksah. PutusanVVMakamah Konstitusi Nomor 35/PUU-

X/2012 maka Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Kehutanan 

dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “hutan adat adalah hutan 

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kehidupan 

masyarakat sebelumnya 
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adalahQQwarisanTTbagiTTgenerasiTTberikutnya, HutanEEadat 

merupakanEEbagian dariEEwilayahEEmasyarakat hukumEEadat. 

Dalam PasalXX33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditentukkan 

bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan digunakanXXuntukXXsebesar-besarnya utuk 

kemakmuranXXrakyat”.  

DalamCCUndang-undangCCDasar 1945CCtidak diaturCCsecara 

Cjelas mengenaiCCruang lingkupCCdan menguasaiCCdari 

negara,Cmaka untukCCmenindak lanjutiC hal tersebut, maka di dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanAADasar 

Pokok-PokokAAAgraria (UUPA). Hak menguasaiQQdari 

negaraQQsebagai manaQQditentukan dalam PasatQ2Qayat (2) 

UUPA,Qyaitu:  

a. mengaturQQdanQQmenyelenggarakanQQperuntukan,Qqpengg

unaanpersediaan danQpemeliiharaan Qbumi,airQdan 

ruangQQangkasa 

b. menentukanQQdan mengaturqqhubungan-hubunganQQhukumQ 

antara orang-orangQQdanQperbuatan perbuatanQhukum yang 

mengenai bumi,Qair danQruangQangkasa, 

2.3.2 Fungsi Masyarakat Hukum Adat 

 Hukum ttanah yangXberlaku  bagiKmasyarakatXAdat IndonesiaA 

secaraM umum adalah hukum tanahVyang masih pedomanX pada 

hukum adat masingXmasing suku yang berdiam di seluruh twilaiah 

nNusantara, yangClazimXdisebut istilah hakxulayat.  



35 

 

 

HakQulayatQmerupakan Yistilah di perkenalkan 

dalamHkepustakaan hukumHadatHdengan sebutanHyang 

berbedaHdalam setiap wilayahHhukum adat danHmerupakan 

hakHpenguasaan tertinggiHdalam suatauJwilayah hukumJadat 

sebabJmerupakan tanahJbersama wargaJmasyrakat. 

MengingatXketentuan dalamKpasalK1 danK2 

pelaksanaanKhakKulayat dan hakFhak yangFserupa dariFmasyarakat 

sepanjangFmenurut kenyataanyaFmasih ada harusFsedemikian 

rupaFsehingga sesuai dengan kepentinganNNasional danNNegara, 

yangBBerdasarkan persatuanBbangsa sertaBtidak boleh bertentangan 

denganvundang undangEdan peraturan lain yangxlebihTTtinggi. 

MasyarakatShukum AdatSdengan kearifanSlokalnya 

menjadiSsalah satuSpotensi dalamSupaya pelestarianSlingkungan. 

Masyarakat hukumsadat selaluSberpatisipasi dalamSperlindungan 

danSpengelolan sumberSdaya alam. KhususnyaShutan 

karenaSmerupakam suatuSbentuk penerapanShak 

asasiXsecaraXkolektifXuntukSmenentukanXprioritasSkebutuhanXda

n kepentinganXmereka. 

2.3.3 Macam- Macam masyarakatXhukumXadat 

   MasyarakatChukum adatCdi Indonesia tersusunCdari duaCfaktor 

yangCdominan yakniCfaktor genealogisCdan teritorial.CPada 

mulanya faktorYgenealogis mempunyaiYdominasi yangYsangat kuat 

terhadap pembentukanYsuatu masyarakat hukumYadat, disebabkan 

olehYhubugan daerahYantara satuYdengan yangYlainnya diYantara 
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merekaYterikat danYterbentuk dalamYsuatu ikatanYyang 

kokoh.YTetapi karenaYsemakin luasnyaYhubungan antarYsuku 

bangsaYmaka dominasiYfaktor denganN genealogisYsedikit demi 

sedikitYmulai tergeserYoleh faktor teretorial.  

  BerdasarkanXdua faktorXtersebut dapat di bedakan 3 macam 

macam masyarakatZhukum AdatZyaitu: 

a. MasyarakatAhukum adatAgenealogi 

b. MasyarakatNhukum adat Teretorial 

c. Masyrakat hukum adat genealogis-teretorial. 

Adapun pengertian dari masyarakat hukum adat genealogis 

ialah kesatuan masyarakat dimana paraPanggotanya terikatPoleh 

suatuPgaris keturunanPyang samaPdari suatuPleluhur baikPsecara 

langsungPkaran hubungan darahPatau tidakPlangsung karna 

pertalianPperkawinan atauPadat. PadaPjenis masyarakat 

adatPgnealogis pengikatPanggota persekutuan terikatA 

danPmempunyai ikatanFyang kuatFkarena merekaFberasal dari 

nenekFmoyang  yangFsama. 

Kemudian masyarakatDhukum Teretorial ialah 

MasyarakatIIhukum yangIanggota anggotaImasyarakatnya 

terikatLpada suatuLdaerah kediamanL tertentuIbaikLdalam 

kaitanLduniawi maupun dalamLkaitan rohani. TerdapatLikatan 

yangLkuat sebagaiLpengikat di antaraLanggotanya karena 

merekaLmerasa dilahirkanI dalam menjalaniKkehidupan 

bersamaKserta tumbuhKdan berkembangKdimasyarakat 
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hukumKteretorial.
36

 Masyarakat hukumKGenealogis-

TeritorialKTimbulnya masyarakat genealogis–teritoriall di 

sebabkankbahwa dalamMkenyataanya tidakMada kehidupanMyang 

tergantungMdari tanah,tempatMia diMlahirkan ,mengusahakan 

hidup,tempat kediaman danMmati. Masyarakat hukum 

adatJgenealogis teretorialLadalah kesatuanLmasyarakat 

dimanaLanggotanya tidakksaja terikat padaKtempat kediamanKtetapi 

juga terikatKpada hubunganKketurunan dalamKikatan 

pertalianKdarah danKatauKkekerabatan . 

2.3.4 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

  Hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban 

masyarakatI hukumYAdat yang berhubungan dengan tanah 

yangFterletak dalam lingkunganFwilayahnya merupakanFpendukung 

utamaFpenghidupan dan kehidupanomasyarakat yangobersangkutan 

sepanjangXXmasa yang berhubungan denganGhak bersamaGatas 

hakGtanah tersebut, adapun termasukGhukum publikGberupa 

tugasHdan wewenangHuntuk memgelola,mmengatur danRmemimpin 

peruntukkan danRpenguasaan serta pemeliharaanyaR. Hak 

ulayatRadalah hakRdari suatuRmasyarakat hukum atauRpersekutuan 

hukumR(rechtgemeenshap) atasRtanah yangRbukan merupakanRhak 

milik.RKegiatan investasiRtidak bisaRterlepas dengan 

faktorRproduksi, tanahRadalah salahRsatunya sehinggaRtanah 

menjadi sumberRobjek terjadinyaRkonflik. DalamRkegiatan 
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investasiRpemakaian tanahRuntuk keperluanRinvestasi adalahRHak 

gunaRUsaha, HakRguna bangunanRdan hakRpakae, sehinggaRuntukk 

kegiatanRinvestasi Negara mempunyaiRperan yangTsangat 

pentingTdan dominanTmengatur agarRtidak terjadi konflikRdan 

kegiatam investasiRtersebut membawa dampakQpostif.
 37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JenisXPenelitian 

Jenis penelitianXyang digunakanI padaXpenelitian yaituXjenis 

penelitian NormatifXmengenai PenelitanXnormatif (normative law research). 

StudiXkasus normatif pada penelitian ini mengenai produk perilaku hokum 

yang mengkaji tentang undanXgundang. Kajiannya berisi tentang hukum yang 

berkonsepkan mengenai norma ataupun kaidahXyang belakuXpada 

masyarakatXserta dapat memjadiXpedoman perilaku setiap individu. 

PenelitianXhukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas 

asas danXdoktrin hukum, hukumXpada perkara in concreto, sistematik 

hukum, sinkronisasiXtarif, perbandingan antara hukumXdengan sejarah 

hukum.
38

 

3.2 MetodeXPendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakanXmetode pendekatanXsebagai berikut: 

1. Metode dengan PendekatanXUndang-UndanganX( Statute Approach ) 

Metode ini di laksanakan dengan melakukan penelaahan semua aturan 

tentang perudangan-udangan yang memiliki kaitannya dengan bahan 

yang digunakan untuk diteliti dan dilaksanakan untuk melihat norma 

hokum yang ada di dalamnya apakah terait antara satu sama lain dengan 

logis atau tidak, serta apakah norma hokum dapat mampu menerima 

masalah hokum yang ada 
39
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2. PendekatanXAnalitikX(Analitik Approch) yaitu suatu pendekatan dengan 

mengamati dengan tujuan untukXmenyatakan suatu kebenaran dan 

berupa deskripsi denganXperkataan yang ilmiah.
.40 

3.3 Jenis DanXSumber Bahan Hukum/DataXHukum 

BahanXhukumXprimer, sekunder dan tersier adalah Xjenis 

bahanXhukum yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. 

1. BahanZHukumZPrimer  

BahanZHokum Primer yaituZBahan HukumZyang memiliki sikap 

autoritatif tentang Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan 

mengenai peraturanZPerundang-Undangan yang memiliki hubungan 

denganZobyek penelitianZseperti:
41

 

a. UUD TahunX1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper) 

c. UU NomorX5 Tahun 1960 TentangXPeraturan DasarXPokok-Pokok 

Agrarian 

d. Undang-UndangXNomor 41XTahunX1999 Tentang Kehutanan 

SebagaimanaI YangXTelah DiubahXDengan 

PeraturanXPemerintahXPengganti UUXNomor 1 TahunX2004 

TentangXPerubahan Atas UU Nomor 41 TahunX1999 

TentangZKehutanan YangZTelah DitetapkanZSebagai UU Melalui UU 

NomorZ19 TahunZ2004 

e. PeraturanCMentri DalamCNegeri NomorC52 TahunC2014 Tentang 

IPedoman PengakuanBDan Perlindungan BMasyarakat HukumJAdat 
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f. PeraturanFMentriFAgraria DanFTata Ruang/KepalaFBadan Pertanahan 

NasionalFNomorF18 TahunB2019 TentangXTataa Cara Penatausahaan 

Tanah Ulayat XKesatuanXMasyarakatXHukumXAdat. 

2. BahanXHukumXsekunder 

BahanXHukumXyang didapatkan dariXsuatu 

kajianXpustakaXkarya ilmiah orang lain, hasilXpenelitian atauXteori teori 

paraXahli yang memiliki hubungan denganXpermasalahan yangXakan 

dibahas. Bahan hukumXsekunder yang dapat digunakan yaitu,Xdata 

yangXmemberikanXpenjelasan terhadap bahanXhukumXprimer, 

sepertiXhasil-hasil penelitian,Xkarya-karya hukum, makalah-

makalah,Xbuku-buku refrensi,Xsurat kabar danXdokumen-dokumen 

lainnya. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Pemberian petunjuk atau menjelaskan pada data penunjang untuk 

bahanWhukum primerWdan sekunderWini merupakan bahan 

hukumWtersier, hal ini seperti kamusWhukum, kamus bahasa 

IndonesiaWdan lainnya. 

3.4 TeknikWPengumpulanWData 

Pada suatu penelitianIIIyang menggunakan teknik analisis yuridis perlu 

dilengkapi dengan hasil penemuan data yang didapatkan dari kajian – kajian 

hukum melalui penafsiran di bidang ilmu hukum itu sendiri, karena kalimat 

yang dibuat tidak selalu dapat menjelaskan keadaan sebenarnyaAditempat 
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perkara.
42

 ITeknik pengumpulanIIdata yang digunakanIIdalam penelitianIIini 

adalah : 

1. Pengamatan atauOObservasi 

  Observasi merupakan suatu tindakan mengumpulkan data dengan cara 

mengamati langsung di lapangan atau tempat perkara sehingga dapat 

melihat dan mengetahui langsung obyek yang akan digunakan untuk 

penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengambil gambar secara langsung yang 

digunakan untuk petunjuk pengumpulan data penelitian. 

3.5 AnalisaIIBahanIIHukum 

BahanQhukumQkeseluruhanQyg didapatkan berbagai kepustakaan 

penelitian kemudian aakan dilakukan analisis secaraXdeskriptif-

kualitatifXdengan memberikan pendapat berdasarkanXlogika yang 

berfikirXdeduktif. Menggunakan metodeXdeskriptif-kualitatifXpeneliti 

akanxmenjelaskan sertaXmemadukanXseluruh bahan hukumXyang 

relevanXyang didapatkanXdari kepustakaanXpenelitian yang sistematis, 

akurat dan komperhensif, selain itu peneliti juga melakukan pengartian pada 

bahan hukum yang didapat.
43
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baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping.
44

  

Selain itu, pihak BPN Manggarai Barat dalam praktiknya mengakui 

Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh Ketua Adat hanya 

digolongkan sebagai surat-surat tambahan dalam bukti penguasaan tanah 

yang disertakan oleh pemohon dalam berkas permohonan pendaftaran 

tanah
45

 Ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan hak yang diterbitkan 

oleh Lurah bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah maupun 

alat-alat bukti hak atas tanah yang diperlukan dalam pendaftaran tanah dan 

juga bukan surat yang diperlukan bila tidak atau tidak lagi tersedia secara 

lengkap alat-alat pembuktian . Peningkatan Status Tanah Hak Garap 

menjadi Hak Milik. 

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah 

nondepartemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan dari 

waktu ke waktu berbenah diri untuk menyesuaikan perkembangan dan 

tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. 

Standarisasi pelayanan dan pengaturan pertanahan merupakan suatu upaya 

peningkatan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan 

kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.  

Standarisasi pelayanan dan pengaturan pertanahan ditetapkan dalam 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang 

telah berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan yaitu 25 Januari 2010. 
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Penerapan Peraturan tersebut penerapannya telah dilaksanakan oleh 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat 

Peningkatan status tanah hak garap yang hanya didasarkan atas Surat 

Keterangan Kepala Desa masuk dalam kelompok pelayanan Pendaftaran 

Tanah pertama kali dengan jenis pelayanan pemberian hak milik 

perorangan. Peningkatan status tanah hak garap yang hanya didasarkan 

atas Surat Keterangan hak Kepala Desa dapat ditingkatkan menjadi hak 

Milik, sepanjang Surat Keterangan hak Kepala Desa tersebut memenuhi 

syarat-syarat yuridis sesuai penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP Tahun 1997 di 

atas, sehingga tahapan yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah 

dalam menerbitkan Surat Keterangan hak adalah sebagai berikut :  

a. Kepala Desa wajib melakukan penelitian dan penyelidikan awal 

tentang riwayat tanah, batas-batasnya, panjang dan lebar tanahnya.  

b. Dalam membuat Surat Keterangan tanah hak garap, apabila akan 

ditingkatkan menjadi Hak Milik, maka dalam surat keterangan 

tersebut, berdasarkan fakta yang ada, wajib dicantumkan :  

 

1) Pemanfaat tanah hak garap telah menguasai secara nyata tanah 

yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dan digunakan 

sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak 

dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, 

atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya atau telah 

memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain 

yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan tanah hak 

garap (pemohon dan pendahulunya) tersebut berjumlah 20 tahun 

atau lebih;  
2) Pemanfaat tanah hak garap menguasai tanah dengan itikad baik.  

3) Tanah hak garap tersebut tidak dalam sengketa.  

4) Penguasaan tanah hak garap tidak pernah diklaim/digugat oleh 

pihak lain.  
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5) Adanya pernyataan dari pemanfaat tanah hak garap yaitu 

bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata, 

apabila memberikan keterangan palsu.  

6) Adanya saksi yang dapat dipercaya sekurang-kurangnya 2 (dua).  

 

Dengan demikian jika seluruh syarat tersebut telah dipenuhi, maka 

Surat kepemilikan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah dapat dijadikan 

sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian. 

Adapun proses peningkatan tanah hak garap menjadi hak milik 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.  

Fungsi Sertipikat Tanah yaitu sebagai alat bukti yang kuat bagi 

pemiliknya, artinya bahwa selama data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalamnya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harus diterima 

sebagai data yang benar. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum 

dalam buku sertifikat harus diambil dari buku tanah dan surat ukur tentang 

bidang tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai akta otentik, 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, 

dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat 

itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.  



 

 

 

 


